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BAB  I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pemberdayaan aparatur merupakan bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan aparatur, baik kapasitas secara fungsional maupun secara konseptual dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi dan daya dukung aparatur yang handal, cakap, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepadanya. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan pegawai negeri sipil yang professional dalam melaksanakan tugas, menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif, membertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun.
Pegawai negeri sipil sebagai bagian integral dari aparat pemerintah memiliki peranan yang sangat menentukan untuk mencapai tujuan  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya di tingkat daerah, di samping itu pegawai negeri sipil diharuskan pula meningkatkan prestasi kerja, dan peningkatan perannya sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang berintegritas, profesional, dan bertanggungjawab. Hal ini mengharuskan pegawai negeri sipil memiliki kompetensi dalam melaksanakan dan memberi pelayanan kepada publik secara maksimal. 

Kompetensi merupakan unsur yang sangat penting dan mendapat perhatian dalam manajemen sumber daya aparatur, lebih spesifik dalam kaitannya dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan. Kebijakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang antara lain menegaskan bahwa kompetensi merupakan persyaratan dan pertimbangan penting dalam penataan Pegawai Negeri Sipil. Manajemen sumber daya aparatur negara harus berbasis kompetensi yang mencakup pada semua aspek dalam pengolahan manajemen sumber berdaya manusia (human resources development).

Perubahan regulasi tersebut mengisyaratkan secara mendasar tentang bagaimana manajemen kepegawaian yang lebih berorientasi kepada profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pelayanan masyarakat tersebut, SDM aparatur dituntut memiliki profesionalisme, memiliki wawasan global, dan mampu berperan sebagai unsur perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan dan pengembangan SDM aparatur perlu terus mendapat perhatian, terutama berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pelayanan publik. Pembentukan sosok sumber daya manusia aparatur memang memerlukan waktu  dan proses, serta upaya yang tidak boleh berhenti sampai lahirnya aparatur yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai. Dengan kompetensi tersebut aparatur dapat bekerja secara profesional dan siap untuk diberdayakan pada semua level atau tingkatan pekerjaan yang tersedia. 

Berdasarkan harapan  tersebut di atas, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pegawai itu sendiri guna meningkatkan  kompetensinya dalam meningkatkan prestasi kerja mereka melalui strategi pemberdayaan aparatur. Pemberdayaan aparatur merupakan alat yang penting  untuk memperbaiki kinerja aparatur sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Makmur (2008: 45) mengemukakan bahwa keuntungan utama adanya upaya pemberdayaan adalah peningkatan kinerja dan hasil semakin besar pula kerena setiap anggota masyarakat dan aparat pemerintah merasa memiliki tanggungjawab. Karena itu, dengan pemberdayaan, pegawai merasa diberdayakan akan dapat meningkatkan kepribadian, prestasi kerja serta dapat meningkatkan disiplin kerja yang tinggi. Lebih jauh Nisjar (dalam Sedarmayanti, 2003: 46), bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendelegasian wewenang  atau pemberian wewenang, sehingga diharapkan orang lebih fleksibel, efektif, inovatif, kreatif, etos kerja tinggi yang pada akhirnya produktivitas organisasi menjadi meningkat.  
Noe A. Raymond, (2010: 123) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah merupakan pemberian tanggungjawab dan wewenang kepada pegawai dalam mengembangkan kompetensi dan pekerjaannya serta pelibatan pegawai dalam pengambilan keputusan.
Khan (2007 : 126), mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah terciptanya hubungan antara individu yang berkelanjutan untuk membangun kepercayaan antar pegawai dan pimpinan atau manajemen organisasi. Khan mengemukakan bahwa dalam pemberdayaan diperlukakan adanya pemdelegasian (pemberian) kewenangan/ tugas yang penting bagi pegawai, pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan kompetensi, memberikan kesempatan kepada pegawai untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menyediakan pelatihan untuk menunjang kebutuhan terkait pekerjaan yang di emban pegawai, menciptakan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan lintas kompetensi (cros training), serta pengembangan saling percaya dan mendukung antara pimpinan dan pegawai dan memandang pegawai sebagai mitra strategis serta membantu menyelesaikan pekerjaan yang prioritas dan tujuan.
Cook dan Macaulay (2009 : 32), Pemberdayaan merupakan perubahan yang terjadi pada filsafat manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan di mana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. Lebih lanjut Cook dan Macaulay, mengemukakan bahwa pemberdayaan terjadi bila pimpinan memiliki sikap mendorong adanya keterbukaan, mendelegasikan wewenang, mengatur kinerja, mengembangkan orang-orang, menawarkan kerjasama, berkomunikasi secara efisien, mendorong adanya inovasi, dan menyelesaikan masalah.
Winarty (2003: 54-60) langkah-langkah yang di perlukan dalam pemberdayaan aparatur pada dasarnya dilakukan dengan cara, yaitu:                    (1) Dukungan dari pimpinan, (2) Pendelegasian wewenang, (3) Bimbingan,         (4) Kemampuan sistem informasi, (5) Dukungan dari organisasi, (6) Kinerja organisasi publik,  (7) Kebutuhan leaming & growth bagi aparatur, (8) Kepuasan pegawai, (9) Motivasi. 

Pemberdayaan
 dapat terwujud jika pegawai dapat menghilangkan kebiasaan menunggu perintah, petunjuk, atau pengarahan pimpinan (atasan), tanpa itu semua, maka ketergantungan. Tampubolon (2001: 169) mengatakan ”Pemberdayaan tidak akan terjadi apabila orang hanya menunggu perintah, petunjuk, atau pengarahan dari pimpinan (atasan), sebab prakarsa, inovasi, dan kreativitas tidak berkembang, yang berkembang adalah ketergantungan”. Kemudian Gaspersz (1997: 89) mengatakan karyawan merasa terberdaya (empowered employees) apabila mereka merasa: (1) Pekerjaan mereka merupakan milik mereka, (2) Mereka bertanggung jawab, (3) Mereka mengetahui di mana mereka berada, (4) Mereka memiliki beberapa pengendalian atas pekerjaan mereka.

Siagian (2001: 34), juga mengatakan bahwa salah satu bentuk pemberdayaan yang diberikan kepada pegawai ialah dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil keputusan tentang berbagai hal yang menyangkut pekerjaannya. Kemudian Soejono (2000: 21), menyatakan bahwa pemberdayaan telah berhasil, manakala pimpinan memberikan kekuasaan kepada bawahannya sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan pimpinan mempercayai bawahannya. Stewart (2000: 22-23), mempertajam bahwa pemberdayaan bukan hanya sebatas pada pendelegasian wewenang melainkan merupakan cara yang amat praktis dan produktif mendapatkan yang terbaik dari diri kita dan dari staf kita, karena mereka dekat dengan pelanggan. Dengan demikian, pemberdayaan terjadi jika kekuasaan atau power mengalir kepada pegawai/staf yang depan, sehingga didalam dirinya ada rasa memiliki dan mengendalikan tugas-tugasnya (Soejono, 2000: 231).  

Aparatur pemerintah perlu dibekali dengan pegetahuan, kecakapan dan kemampuan yang menunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Hanya saja yang perlu diingat bahwa potensi yang dimiliki setiap aparatur tentunya berbeda satu sama lainnya, dan potensi itu dapat diarahkan dan dikembangkan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melalui peningkatan kompetensi maka aparatur harus diberikan kesempatan dan dimampukan untuk melakukannya.
Kompetensi secara umum berarti kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang dapat berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku  yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta jabatan diembannya. Melalui kompetensi tersebut itulah aparatur dapat menghasilkan kinerja serta memiliki semangat pengabdian dan dedikasi yang tinggi untuk melayani masyarakat, dengan bersikap profesioanl, rasional, dan transparan.

Peningkatan kompetensi aparatur merupakan upaya yang mutlak harus dilakukan terutama dalam proses pemberdayaan aparatur itu sendiri. Bernardin dan Joyce, (2013: 43) mengemukakan bahwa orang yang memiliki potensi dan kompetensi adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan (Knowledge), kecakapan atau keahlian (Skill), kemampuan (Ability), and Others disingkat KSAOs. Menurut Muins (2000: 40) ada tiga jenis kompetensi yang perlu dimiliki, yaitu:                (1) Kompetensi profesi, (2) Kompetensi individu, (3) Kompetensi sosial. Sedang menurut Prayitno, Tim Peneliti Badan Kepegawaian Negara (BKN, 2003: 11), standar kompetensi mencakup tiga hal, yaitu: (1) Pengetahuan (knowledge),       (2) Keterampilan (skills), (3) Sikap (attitude). Pendapat lain dikemukakan oleh Suprapto (2002: 3) kualifikasi PNS dapat ditinjau dari tiga unsur utama, yaitu:   (1) Keahlian (skill), (2) Kemampuan teknis, (3) Sifat-sifat personil yang baik. Untuk keahlian dapat dilihat dari (1) pengalaman yang dimiliki sesuai dengan tugas yang dilakukan, (2) memiliki pengetahuan yang mendalam di bidangnya,  (3) memiliki wawasan yang luas di bidangnya, (4) beretika dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan teknis dilihat dari kemampuan memahami tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Sedangkan etika adalah sifat-sifat yang harus dimiliki seseorang pegawai  meliputi disiplin, jujur, sabar, memiliki motivasi, terbuka objektif, pandai berkomunikasi dan terlatih. 

Organisasi dapat dikatakan sukses bila organisasi tersebut melandaskan kegiatannya dengan kreativitas inovasi yang tinggi, pengetahuan (knowledge), dan keterampilan/keahlian (skill)  dan kemampuan (ability) dari pegawainya termasuk di dalamnya kemampuan menjalankan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya.

Kemampuan aparatur dalam menjalankan tugasnya banyak yang lahir dari kesadaran untuk memberikan pelayanan yang terbaik, karena kesadaran menjalankan tanggungjawab, dan juga karena kemampuan menjalankan pekerjaannya, namun pemberian kewenangan kepada aparatur dalam melaksanakan tugasnya masih sangat terbatas, sehingga terkadang aparatur tidak mampu mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Namun tidak sedikit aparatur yang belum mampu menjalankan  kewajiban, tugas dan tanggungjawabnya karena berbagai hal, seperti pendidikan yang tidak lagi sesuai tuntutan zaman yang berkembang, rendahnya kesadaran pegawai melaksanakan tugas dan kewajibannya serta masih banyaknya pegawai yang belum diberdayakan secara maksimal, sekalipun mereka memiliki kemampuan dan kecakapan yang memadai. Termasuk di antaranya adalah banyak aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan formal yang tinggi tapi belum diberdayakan. (Wawancara: AH, Tanggal 8 Januari 2015).
Di samping itu, banyak aparatur yang memiliki kompetensi untuk dikembangkan agar menjadi sumber daya aparatur  yang handal dan profesional, namun hal itu belum sepenuhnya terealisasi karena keterbatasan kesempatan dalam mengembankan kompetensi aparatur serta tidak merata pada semua aparatur/pegawai yang ada. Kemudian terbatasnya keterlibatan aparatur dalam proses pengambilan keputusan sehingga berdampak pada kurang termotivasinya pegawai dalam bekerja. Hal ini menyebabkan lemahnya rasa tanggungjawab dan kepedulian terhadap program atau aktifitas kantor, malah pegawai terlihat lebih bebas dan merasa lepas dari beban tanggungjawabnya. Kemudian tingkat kedisiplinan dan ketepatan waktu pegawai dirasakan masih sangat kurang, masih seringnya pegawai terlambat masuk yang tidaksesuai dengan jam kerja yang sudah menjadi ketetapan, seringnya keluar pada jam-jam dinas tanpa ada keterangan yang jelas, seringnya pegawai menunda-nunda pekerjaan yang ada sehingga menumpuk, yang pada gilirannya membuat pekerjaan tidak efektif, bekerja bila ada atasan yang menyebabkan kinerja menjadi kurang baik. 
Untuk meningkatkan produktivitas kerja organisasi tidak hanya menuntut kerja keras kepada pegawai tetapi yang sangat dibutuhkan adalah bekerja lebih cerdas, yang ditandai dengan adanya kompetensi. Sementara  yang muncul adalah kecenderungan aparatur dalam melaksanakan program kegiatan masih sangat standar dan sangat normatif, kurang kreatif dan tingkat percaya dirinya yang masih rendah.  Padahal yang dibutuhkan adalah sosok pegawai negeri sipil yang mampu memainkan peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Wawancara:  IS, Tanggal 12 Januari 2015).

Fenomena lain yang mencuat adalah aparatur dalam melaksanakan aktivitasnya ada kecenderungan lamban, serta kaku karena pegawai selalu menunggu perintah atasan terbatasnya pemberian kewenagan (delegation of authority), terjadinya produktivitas kerja yang rendah, masih sering terjadi overlapping dalam tugas dan fungsi serta pelaksanaan  program, mutu pelayanan yang kurang optimal, kreativitas aparatur yang tidak maksimal karena terbatasnya pelibatan pegawai dalam proses pengambilan keputusan, mekanisme kerja yang tidak efisien karena secara administratif tidak menumbuhkan  the right man on the right plece. Di samping itu, sumber daya aparatur juga dihadapkan pada berapa permasalahan yang sangat urgen yaitu kualitas sumber daya yang dipandang cukup memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan kemampuan (ability), namun tidak diposisikan secara tepat dalam penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi dasar dan bidang masing-masing pegawai. Masih sangat terbatasnya keinginan pimpinan untuk serius melakukan tes kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) dalam rangka penempatan ataupun promosi pegawai. (Wawancara: NS Tanggal 12 Januari 2015).

Berdasarkan beberapa fenomena yang muncul tersebut, jelas menunjukkan bahwa pemberdayaan aparatur sipil negara berbasis kompetensi merupakan suatu hal yang mutlak, hal ini berlaku mulai dari tingkat bawahan operasional hingga tingkat pimpinan tertinggi dalam organisasi. Adanya pemberdayaan bagi aparatur harapan yang muncul adalah peningkatan kinerja dan hasil semakin besar karena adanya rasa tanggungjawab dari setiap aparatur.  
Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, terutama mengungkap secara empiris tentang ”Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kompetensi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.”
B. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari pemaparan latar belakang di atas, maka fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan aparatur melalui pemberian kewenangan, pengembangan kompetensi, dan pengambilan keputusan berbasis Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Faktor-faktor apakah yang determinan mendukung optimalisasi pemberdayaan aparatur berbasis Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana prototipe pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi aparatur sipil negara di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan? 
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang ada, maka secara khusus penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:
1. Menganalisis dan menjelaskan tentang pelaksanaan pemberdayaan aparatur sipil negara melalui pemberian kewenangan, pengembangan kompetensi, dan pengambilan keputusan berbasis Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang determinan mendukung optimalisasi pemberdayaan aparatur sipil negara berbasis Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Menganalisis dan menjelaskan Prototipe pemberdayaan aparatur sipil negara yang sesuai dengan kondisi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
D. Manfaat Hasil Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka manfaat hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi terhadap pengkajian dalam manajemen sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan model pemberdayaan aparatur sipil negara berbasis kompetensi pada instansi pemerintah baik  tingkat propinsi maupun pada tingkat pemerintah kabupaten/kota.
b. Bagi civitas akademika diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai model pemberdayaan aparatur berbasis kompetensi pada Instansi Pemerintah.
2. Manfaat Praktis 
a. Dapat menjadi acuan bagi para pimpinan dalam pemerintahan terutama dalam melakukan evaluasi diri, organisasi dan melakukan perbaikan sistem dalam rangka peningkatan pemberdayaan aparatur yang memiliki kompetensi.
b. Sebagai bahan masukan atau kajian dalam menentukan prototype pemberdayaan aparatur  yang berbasis pengetahuan, kecakapan dan kemampuan yang sesuai dengan organisasi pemerintahan terutama di tingkat daerah. 
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